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PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA

SAWAHLUNTO NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

perlu menata kembali Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor

19 Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota

Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)

jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

1990 tentang perubahan Batas Wilayah

Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto,

Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto /

Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Solok (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2009 nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor

16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok


